KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PADANG

JI. Perintis Kemerdekaan MNo. 79 Padang 25129
Telp. (0751) 27676, 21707, 27432, 27364 Faks.(0751) 21282

No : S - 909 /WPB.03/KP.0121/2013 20 Mei 2013
Sifat . Segera
Lamp |-
Hal . Klasifikasi atas Pencatatan Pagu Belanja
Perjalanan pada halaman IV DIPA
Yth. Para Kuasa Pengguna Anggaran Lingkup
Wilayah Pembayaran KPPN Padang
di
Tempat.

Menunjuk Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3088/PB/2013

tanggal 1 Mei 2013 dan Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Sumatera Barat Nomor S-462/WPB.03/BD.02/2013 tanggal 2 Mei 2013 perihal
tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

< |

Pencantuman alokasi belanja perjalanan dinas pada Halaman IV DIPA sebagai pagu
anggaran tertinggi adalah dalam rangka pengendalian biaya perjalanan dinas. Hal ini
mengingat revisi akun 6 digit dalam satu jenis belanja merupakan kewenangan KPA,
kecuali revisi akun 6 digit yang tercantum pada Halaman IV DIPA harus melalui
pengesahan Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

Pencantuman alokasi perjalanan dinas pada Halaman IV DIPA sebagai pagu anggaran
tertinggi dimulai bulan Maret 2013, sehingga perlu diberikan masa transisi kepada
satuan kerja. Untuk itu belanja perjalanan dinas masih dapat dilakukan revisi mengikuti
ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2013 tentang Tata Cara
Revisi Anggaran Tahun 2013 dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-
12/PB/2013 tentang PetunjukTeknis Revisi Anggaran Yang Menjadi Bidang Tugas
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun Anggaran 2013

Perlu disampaikan kepada satker agar pengalokasian belanja perjalanan dinas
dilakukan secara akurat. mengingat revisi belanja perjalanan dinas akan dibatasi
setelah melalui kajian yang lebih mendalam.

Demikian, atas perhatiannya dan kerja samanya diucapkan terima kasih.
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Kef:: a Kantor,

/

AKHTARUDDIN
IP 196009191985031003

Tembusan :
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Prov. Sumatera Barat.

TDerima basit anda tidak memberidan inbalan atas felayanan bamé



